BAB IV
PENUTUP

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan dalam satu kajian
penulisan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, penulis tidak
menyatakan bahwa keseluruhan isi pembahasan tersebut adalah satu kajian yang
komprehensif untuk membahasakan satu keadaan sosial yang terjadi dewasa ini,
tetapi jauh daripada itu, penulis berusaha membahasnya dengan menjadikan
pemikiran Young sebagai landasan utama untuk menganalisis persoalan feminisme
dan moralitas politik pembangunan di Indonesia. Pada bagian penutup ini, penulis
hendak membaginya menjadi dua bagian yang meliputi kesimpulan dan saran.

4.1 KESIMPULAN

Young adalah salah satu filsuf kontemporer yang cukup berpengaruh dalam
memperjuangkan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh karya dan
kajian filosofisnya menjadi pusat perhatian para pemikir lain untuk mengkritisi
karya-karyanya tersebut. Secara tidak langsung, Young telah berhasil mengundang
perhatian publik untuk mempersoalkan lebih jauh tentang realitas perbedaan sosial.
Pemikirannya menjadi penting karena ia menulis berbagai karyanya sebagai salah
satu bentuk sumbangan tertentu yang bernilai untuk membaca peluang keadilan
dalam berdemokrasi.

Dari keseluruhan isi pembahasan dan pemahaman akan ide-ide dasar Young
tentang demokrasi, tanggung jawab moral dan diferensiasi, penulis memahami
bahwa tujuan politik Young adalah pembebasan terhadap kelompok sosial yang
dipengaruhi oleh peran hegemoni kekuasaan. Young mengidentifikasinya sebagai
Five Face of Oppresion yang di dalamnya termasuk perempuan, kaum marginal
dari stratifikasi ras dan kelas bersama dengan seksisme sebagai faktor yang
menentukan sejauh mana seseorang didiskriminasi, dieksploitasi dalam bentuk
penindasan sosial.

Berkaitan dengan isu sosial tentang perempuan, konsep dasar Iris Marion
Young bergerak dari pengalaman refleksi filosofis seperangkat struktur dan kondisi
yang membatasi situasi khas perempuan dalam model hubungan sosial

intersubjektivitas tertentu. Pada prinsipnya, gagasan politik Young secara radikal
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ditujukan untuk menghapus dominasi dan pragmatis politik tertentu para elite
(penguasa) dalam semua tingkatan relasi antar manusia. Jika pengaruh realitas yang
“patologis” ini tetap berkembang, maka akan membentuk diskriminasi sosial pada
tingkat tertentu, bahkan kehancuran sistem sosial, politik, dan kultur masyarakat
yang selama ini ada.

Pemahaman Young tentang politik menilai subordinasi perempuan berakar
pada serangkaian kendala sosial-politik dan culture yang menjadi penghambat
masuknya perempuan ke ranah publik. Bertolak dari sejauh mana masyarakat
memiliki keyakinan keliru bahwa perempuan, secara alami, kurang mampu secara
intelektual dan fisik daripada laki-laki, praktik politik tertentu cenderung
mendiskriminasi perempuan, baik di “ruang akademi”, “forum formal”, maupun
ruang publik seperti pasar.

Menurut Young, diskriminasi terhadap perempuan semacam ini adalah
bentuk dari ketidakadilan sosial. Tujuannya adalah “perempuan sama halnya
dengan laki-laki dalam kemasan budaya partriarkat harus memiliki banyak
kesempatan untuk berhasil di ranah publik”. Gagasan ini bertolak dari tujuan politik
diferensiasi itu sendiri adalah membongkar ideal asimilasi represif yang berarti
adaptasi secara paksa dan mengambil jarak dari identitas kulturalnya.*®* Menurut
Young, menata keadilan berarti membongkar mekanisme konstruksi dari yang lain,
merefleksikan secara kritis cara pandang dan penataan gejala-gejala sosial serta
mempertanyakan kembali stereotip-stereotip.3°®

Hemat penulis, keadilan gender, mengharuskan dunia politik, pertama,
merumuskan aturan sosial yang adil dengan mempertimbangkan keadaan
masyarakat plural yang ditandai dengan adanya realitas “yang lain” termasuk
kelompok sosial tertentu seperti perempuan yang mendapatkan penindasan
kaitannya dengan berbagai bentuk aspek sosial kehidupan dan, kedua, memastikan
bahwa perempuan tidak menjadi instrumen permainan politik, tetapi berdasarkan
pertimbangan kesadaran moral, perempuan dipahami sebagai partner politik

dengan peran ikut ambil bagian dalam penentuan nasib demokrasi suatu bangsa.

3040tto Gusti Madung, Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia? Op. cit., him. 42.
3%51bid., him. 38
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Bertolak dari pemikiran Young, hemat penulis, tujuan keadilan sosial adalah
kesetaraan sosial. Kesetaraan tidak merujuk terutama pada distribusi barang-barang
sosial, meskipun distribusi tentu saja mencakup kesetaraan sosial. Hal ini merujuk
terutama pada partisipasi penuh dan inklusi setiap orang dalam lembaga-lembaga
utama masyarakat, dan peluang substantif yang didukung secara sosial bagi semua
orang untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas mereka serta
mewujudkan pilihan-pilihan mereka. Dengan demikian, mengkontekstualisasikan
makna perbedaan dan identitas memungkinkan pengakuan perbedaan dalam
konteks ruang publik.

Young menempatkan retorika ketertindasan dalam bentuk diskriminasi
sosial terhadap perempuan sebagai pintu masuk untuk mencapai tujuan politik yang
diharapkan memberi dampak pada kesadaran moral melibatkan perempuan secara
“utuh” dalam berdemokrasi. Visi politik Young tidak sekedar tuntutan kesamaan
dan kesetaraan dalam segala tingkatan kehidupan masyarakat, tetapi lebih
mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi.

Visi politik tersebut lahir dari kesadaran Young yang mengasumsikan
politik perbedaan juga mengedepankan gagasan solidaritas kelompok melawan
individualisme humanisme liberal. Humanisme liberal memperlakukan setiap
orang sebagai individu, mengabaikan perbedaan ras, jenis kelamin, agama, dan
etnis. Setiap orang hendaknya dievaluasi hanya berdasarkan usaha dan
pencapaiannya masing-masing. Oleh karena itu, perempuan, khususnya, diakui
karena identitasnya sebagai individu, tetapi seolah-olah “sulit” mendapatkan
pengakuan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Young dalam proses mengkritisi teori keadilan distributif menyadari bahwa
cita-cita masyarakat sipil sebagai cita-cita normatif ini mengecualikan perempuan
dan kelompok lain yang dianggap berbeda, karena status rasional dan universalnya
hanya berasal dari penolakannya terhadap afektifitas, partikularitas, dan tubuh.
Untuk itu, Young menolak asas unversalitas yang mengutamakan egalitarianisme
formal melalui pendistribusian material dalam realitas perbedaan.

Dalam kutipan bab satu, bahwa slogan feminis “the personal is political”
menjadi penting dalam gerakan sosial abad ke-20. Gerakan tersebut bertolak dari

kesadaran publik tentang gagasan Young berkaitan dengan politik diferensiasi.
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Menurut Young, slogan tersebut mengungkapkan prinsip bahwa tidak ada praktik
atau aktivitas sosial yang boleh dikesampingkan sebagai subjek yang tidak pantas
untuk diskusi publik, ekspresi, atau pilihan kolektif. Gerakan perempuan masa Kini
telah mengangkat isu-isu publik dari berbagai praktik yang dianggap terlalu sepele
atau privat untuk didiskusikan publik seperti pemaknaan akan peran partisipatoris,
kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, penyerangan seksual terhadap
perempuan dan anak, pembagian pekerjaan rumah tangga secara seksual, dan
sebagainya.

Young menyadari bahwa penindasan tetap ada di sebagian masyarakat
karena kebiasaan interaktif (interaksi sosial), asumsi dan stereotip yang tidak
disadari, dan perasaan gugup atau benci dalam persoalan afektif yang berhubungan
dengan kelompok. Penindasan kelompok dilakukan dalam masyarakat tidak
terutama dalam undang-undang dan kebijakan resmi tetapi dalam ucapan informal,
seringkali luput dari perhatian dan tidak reflektif, reaksi tubuh terhadap orang lain,
praktik konvensional dalam interaksi dan evaluasi sehari-hari, penilaian estetika,
dan lelucon, gambaran, dan stereotip yang menyelimuti masyarakat. Salah satu
contohnya dalam media massa.

Untuk, penulis sendiri memahami konteks sosial demikian perlu didasarkan
pada kesadaran moral. Setiap individu bertindak berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan moral yang murni tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seluruh
lembaga dan instansi politik dibentuk sebagai intrumen untuk memberi ruang
kebebasan dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu, tetapi esensi dari penentuan
keadilan harus dimulai dari kesadaran moral setiap individu.

Sama halnya dalam konteks feminisme dan politik di Indonesia. Perempuan
memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam politik, tetapi dalam konteks
yang lebih spesifik seperti berdemokrasi untuk menenjukkan kebijakan tidak serta-
merta langsung diikutsertakan. Sebagai individu, pencapaian perempuan, misalnya,
berkaitan dengan kualitas bidang pendidikan menjadi satu kemungkinan
perempuan mengambil bagian dalam kontestasi politik, tetapi secara kualitatif,
peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih minim.

Menurut Kant, pembicaraan tentang manusia bukan pada dirinya sebagai

manusia melainkan manusia sebagai subjek moralitas. “Hanya manusia sebagai
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persona, itu berarti sebagai subjek akal budi moral-paktis, manusia melampaui
segala harga; karena sebagai persona ia dipandang sebagai tujuan pada dirinya
sendiri, ia memiliki martabat (sebuah nilai intrinsik absolut).”3%

Manusia pada dasarnya bukan menjadi intrumen dengan tujuan tertentu
seperti ekspolitasi. Begitupun dengan perempuan, dalam konteks perpolitikan di
Indonesia, perempuan seharusnya tidak dimanfaatkan dengan alasan kepentingan
politik tertentu. Perempuan lebih dinilai sebagai “objek”, artinya dalam kondisi
politik tertentu, peraturan pemberdayaan perempuan dalam politik hanya
memenuhi tuntutan publik mengikut-sertakan perempuan dalam kontestasi politik.
Persoalan ini menjadi tantangan dalam menentukan moralitas politik pembangunan
Indonesia dengan berpengang pada prinsip keadilan dalam berdemokrasi.

Pluralitas merupakan salah satu ciri khas masyarakat modern. Kehidupan
bersama dalam masyarakat modern diwarnai kebhinekaan pandangan, nilai,
ideologi dan tradisi kultural. Kebhinekaan ini tidak hanya mewarnai ruang publik,
tapi juga menyusup hingga ke ranah privat. Faktum pluralitas melahirkan sejumlah
pertanyaan mendasar: apakah masih ada elemen normatif yang dapat
mempersatukan sebuah masyarakat plural? Bagaimanakah kompleksitas pluralitas
tersebut harus dihadapi?3%’

Pancasila dirumuskan sebagai basis ideologis dalam arti identitas kolektif
yang merekatkan Indonesia yang berbhineka menjadi sebuah komunitas politis.
Kekuatan ini sudah terbukti ketika Indonesia merdeka didirikan oleh para pendiri
bangsa Indonesia. Namun dalam perjalanan sejarah Pancasila sering mengalami
proses dogmatisasi sehingga kehilangan relevansi politisnya sebagai identitas
kolektif.3%8

Benar bahwa Pancasila sebagai identitas kolektif yang mempersatukan
berbagai identitas individu dalam realitas masyarakat plural. Namun, penilaian
tersendiri datang dari penulis, bahwa dalam kondisi tertentu, Pancasila menjadi
tidak relevan dalam berdemokrasi. Ada kesan pengabaian nilai-nilai Pancasila

seperti humanitas (kemanusiaan), keseteraan dan keadilan sosial bagi semua

360tto Gusti Madung, “Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural”,
Diskursus, 11:2 (Oktober 2012), him. 166.

3070Otto Gusti Madung, Pancasilan dalam Pusaran Diskursus Liberalisme versus Komunitarisme,
Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 13:2 (Desember 2015), him. 233.

3%81bid., him. 251.
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lapisan masyarakat. Sangat disayangkan, jika perjuangan pendahulu sebagai
pejuang keadilan, dinilai, dimanfaatkan dan dinikmati tanpa memiliki kesadaran
moral untuk memaknai dasar nilai Pancasila itu sendiri.

Ketakutan ini ditujukan pada “penguasa” publik dengan legitimasi
kekuasaan tertentu diberikan oleh masyarakat. Ada tendensi politik pragmatis dari
para elite politik menerapkan hegemoni kekuasaan secara partikularis. Pada
prinsipnya, Pancasila sebagai indentitas kolektif dapat dimaknai secara luas untuk
melihat realitas perbedaan sosial dalam kelompok yang lebih kecil seperti mereka
yang mendapakan represi politik, penindasan dan diskriminasi sosial. Untuk itu,
penulis menekankan pada persoalan tentang pengalaman refleksi setiap individu
untuk menyadari satu poin ini, ‘“autentikasi kesadaran moral”. Orisinalitas
kesadaran moral secara subjektif melihat “yang lain” sebagai subjek moralitas,

bukan “objek sosial” untuk kepentingan tertentu.
4.2 SARAN

Penulis memiliki dua saran penting bagi perempuan dan pemerintah,
khususnya pada para kaum elite dengan legitimasi kekuasaan tertentu dalam
pemerintahan:

Pertama, penulis hendak memberi saran kepada perempuan. Perempuan
adalah satu identitas yang dalam ruang lingkup tertentu memiliki peran penting
dalam komunitas-komunitas politik. Namun, lebih daripada itu, perempuan
mempunyai hak dalam arti luas ikut mengambil bagian dalam proses berdemokrasi.
Perempuan dalam ruang publik perlu mempertimbangkan minat, opini dan
perspektif. Tiga poin berdasarkan pada gagasan Young sebagai tujuan mendorong
perempuan untuk lebih maju. Tiga poin ini menjadi satu penilaian terhadap
seseorang dapat direpresentasikan.

Ada begitu banyak persoalan penindasan yang terjadi terhadap perempuan
seperti eksploitasi dan dominasi kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Namun
persoalan perempuan tidak hanya sebatas pada penindasan. Penekanannya pada
representasi perempuan dalam ranah politik. Perempuan perlu membangun diri
dalam kesadaran moral untuk ikut mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Terkadang faktor budaya bias maskulin menyebabkan sebagian perempuan
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memilih jalan lain untuk mendapatkan “kepuasan” tertentu dengan tujuan untuk
mencari “aman” seperti dalam urusan komersial, media industrialisasi.

Dalam kondisi seperti ini, sudah banyak perempuan Indonesia yang
bergerak untuk menyuarakan kesetaraan gender. Tidak sedikit perempuan yang
berjuang mempersoalkan isu-isu HAM terhadap perempuan. Salah satu lembaga
Khusus seperti Komnas Perempuan sudah menunjukkan kegigihan untuk membahas
dan menyuarakan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Untuk itu,
sebagai perempuan dan sebagai individu, bertindaklah dengan banyak
pertimbangan moral sebagai satu cara untuk membantu menentukan nasib moralitas
politik bangsa dalam ruang demokrasi.

Kedua, penulis hendak memberi saran kepada pemerintah, khususnya para
kaum elite dengan legitimasi kekuasaan tertentu dalam sistem perpolitikan di
Indonesia. Jika kita mengabaikan cita-cita ketidakberpihakan, maka tidak ada
pembenaran moral atas proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis
terkait dengan tindakan kolektif. kita membutuhkan struktur partisipatif yang nyata
di mana masyarakat, dengan perbedaan geografis, etnis, gender, dan pekerjaan,
menegaskan perspektif mereka mengenai isu-isu sosial dalam lembaga-lembaga
yang mendorong keterwakilan suara mereka yang berbeda.

Oleh karena itu, diskusi teoretis tentang keadilan memerlukan diskusi
teoretis tentang demokrasi partisipatif. Pemerintah dengan berbagai public figure
dengan legitimasi kekuasaan tertentu perlu membaca peluang demokrasi dengan
mengesampingkan perempuan hanya pada Batasan-batasan politik tertentu.
Pembentukan kesadaran moral yang otentik membutuhkan pemerintah sebagai
agen politik untuk lebih banyak memberi kesempatan, khususnya pada perempuan
dalam ruang diskursus politik untuk menentukan kebijakan politik dan kelompok
sosial yang mendapatkan berbagai bentuk penindasan sosial seperti eksploitasi,
marginalisasi, imperialisme budaya, ketidakberdayaan dan kekerasan.
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